BAB II
DINAMIKA KONFLIK DAN MUNCULNYA KASUS-KASUS KEKERASAN
SEKSUAL DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
Pada bab dua ini penulis akan membahas mengenai dinamika konflik dan
munculnya kasus-kasus kekerasan seksual di Republik Demokratik Kongo. Bab ini
kemudian akan dibagi menjadi tiga sub bab utama yaitu: sejarah konflik di Republik
Demokratik Kongo, periodesasi konflik dan munculnya kasus kekerasan seksual di

wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. Masing-masing bab tersebut akan

dipaparkan sebagai berikut:

A. Sejarah Konflik di Republik Demokratik Kongo

Konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (dulunya bernama Zaire)
atau yang terkenal dengan sebutan “Perang Kongo” merupakan konflik terbesar di
Benua Afrika yang melibatkan banyak pihak dan menyebabkan kerugian yang sangat
besar. Konflik ini awalnya hanyalah konflik pemberontakan yang dilakukan oleh
masyarakat atau etnis lokal terhadap pemerintah,

Sejak dekade 90-an, di Republik Demokratik Kongo memang muncul rasa
ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemerintahan pada masa itu atau rezim
Mobutu, hal ini dikarenakan pembungkaman demokrasi dan keoteriteran dari rezim
Mobutu, serta diperparah dengan keadaan perekonomian Republik Demokratik
Kongo yang terus semakin ambruk akibat maraknya aksi korupsi di tubuh rezim

Mobutu dan akibat dari berhentinya dukungan Amerika Serikat terhadap rezim
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Mobutu.”” Berhentinya dukungan Amerika Serikat terhadap rezim Mobutu
dikarenakan pada awalnya salah satu alasan utama Amerika Serikat mendukung rezim
Mobutu ialah untuk mengehentikan penyebaran paham komunisme di Afrika Tengah,
namun usai tumbangnya Uni Soviet, Amerika Serikatpun berhenti memberikan
dukungannya tersebut.

Aksi pemberontakan pun dimulai pada 4 Oktober 1996, ketika kelompok
pemberontak dari etnis Banyamulenge, etnis lokal yang masih memiliki hubungan
dekat dmgan.f':tm's Tutsi, melakukan serangan ke desa Lamera, Republik Demokratik
Kongo Timur.!* Pemerintah lr;usat Republik Demokratik Kongo yang sangat terkejut
dengan serangan tersebut kemudian menyatakan bahwa ia akan mendeportasi etnis
Banyamulenge keluar dari wilayah Republik Demokratik Kongo secara besar-
besaran. Lebih lanjut, pemerintah pusat Republik Demokratik Kongo juga
menambahkan bahwa etnis Banyamulenge yang tidak meninggalkan Republik
Demokratik Kongo dalam waktu 2 minggu maka akan dieksekusi langsung ditempat.

Pernyataan pemerintah tersebut, temyata hanyalah semakin memperkeruh keadaan

dan meningkatkan tensi pemberontakan.

| Ditengah konflik internal yang sedang bergejolak di Republik Demokratik

| Kongo tersebut. Berbagai perang yang juga dialami oleh negara-negara tetangga,

|1 semakin memperkeruh keadaan konflik di Republik Demokratik Kongo. Perang

b “atuhkan Mobutu”, (diakses pada tanggal 2 Oktober 2014) diunduh dari http://mojalah.tempointeraktif.com

| * After Burner, “Sejarah Perang Kongo: Perang Terbesar di Afrika”, (diakses pada tanggal 2 Oktober 2014)
| diunduh dari http://www.pusatdunia.com/pusat-dunio-lounge/sejarah/
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tersebut diantaranya:'®

a) Perang Sipil Rwanda

Perang sipil yang terjadi di Rwanda merupakan perang yang terjadi antara etnis
mayoritas Hutu dengan etnis minoritas Tutsi pada tahun 1990-1993. Perang ini
merupakan pembantaian yang dilakukan oleh milisi ‘Hutu&militer Rwanda terhadap
etnis Tutsi (dikenal sebagai genosida Rwanda), karena sistem politik Rwanda selalu
dikuasai oleh etnis Tutsi. Aksi ini kemudian mengundang sebuah kelompok
bersenjata RPF; Front Patriotik Rwanda, yang terdiri dari komunitas pengungsi Tutsi
di Uganda untuk melakukan serangan balik ke Rwanda. Hingga akhimya pasukan
RPF pun berhasil mendesak pasukan pemerintah Rwanda dan mengakhiri perang sipil
Rwanda dengan kemenangan pasukan RPF.'¢

Usai kemenangan pasukan RPF (Tutsi), jutaan masyarakat etnis Hutu yang masih
berada di Rwanda pun berbondong-bondong mengungsi ke wilayah Timur Zaire/
Republik Demokratik Kongo karena takut etnis Tutsi akan melakukan genosida
balasan terhadap mereka. Diantara pengungsi tersebut, terdapat sejumlah anggota
milisi Hutu yang memakai wilayah pengungsian di Zaire timur sebagai markas untuk
melancarkan serangan balasan kembali ke Rwanda.

Merasa bahwa dengan meﬁlbanm masyarakat sipil Republik Demokratik Kongo
untuk menggulingkan rezim Mobutu merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri

ancaman milisi Hutu terhadap Rwanda, pemerintah Rwanda pun menyiapkan

15 |bid,
1€ Rizky Monti Salsabilla, Op. Cit, hal 15.
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pasukannya untuk pertempuran melawan rezim Molutu di Zaire.

b) Perang Angola

Tidak lama sesudah Angola merdeka dari tangan Portugal pada tahun 1975,
kelompok-kelompok gerilyawan yang sebelumnya bersatu melawan Portugal
(MPLA, FNLA, & UNITA) pada perkembangannya berkonflik satu sama Jain untuk

memperebutkan kekuasaan di Angola. Konflik sempat mereda setelah ketiganya

~ sepakat membentuk pemerintahan transisi usai perundingan yang diadakan di

Portugal. Periode damai tersebut sayangnya tak berlangsung lama setelah 2 bulan
kemudian, konflik antara ketiganya kembali meletus menjadi
I'l apa yang dikenal sebagai "perang sipil Angola"."”
' Konflik yang terjadi di Angola secbenarnya tidak akan berkepanjangan jika saja
I|1 negara-negara adidaya tidak ikut campur didalamnya. Jika Uni Soviet&Kuba
Imendukung kelompok MPLA yang memegang tampuk kepemimpinan Angola dan
Amerika Serikat serta sekutunya di Afrika seperti Zire&Afrika Selatan juga

memberikan dukungannya terhadap kelompok UNITA&FNLA.

Sikap Zaire dalam perang sipil Angola tersebut, pada akhimya berdampak pula pada
|
sikap Angola ketika perang Kongo meletus. Pemerintah Angola berusaha

memanfaatkan momen tersebut untuk menumbangkan rezim berkuasa Mobutu yang
Imendukung milisi kaum anti-komunis di Angola, sementara milisi anti-komunis

QNHA sempat mengirimkan bantuan pasukan ke Zaire untuk membantu pasukan

1

’ |bid. Hal: 16.
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pro-Mobutu.

Turut campurnya negara Uganda, Rwanda dan Angola dalam peta
pertempuran melawan pemerintahan atau rezim Mobutu di Zaire telah membuat
Laurent-Desire Kabila, seorang penganut paham komunisme dan pengikut Lubumba
yang dulu dikudeta oleh Mobutu dan selama ini bersembunyi di pelosok Tenggara
Zaire akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan memimpin sebuah kelompok
pemberontakan baru yang bemama Popular Revolutionary Party (PRP; Partai
Revolusioner Populer). Bersama dengan kelompok-kelompo-l; pemberontak lain di
berbagai wilayah Zaire dan kelompok milisi Tutsi, mereka bersama melebur menjadi
kelompok pemberontakan baru yang bermama Alliance des Forces Democratiques
pour la Liberation du Congo-Zaire (AFDL-CZ; Aliansi Pasukan Demokratik untuk
Pembebasan Kongo-Zaire) atau biasa disingkat AFDL.'"® Pembentukan AFDL dan

lemahnya kondisi internal negara Zaire ketika itu, menyebabkan perang di Zaire

hanyalah tinggal menunggu waktu.

B. Periodesasi Konflik
1) Perang Kongo I (1996-1997)

Perang ini diawali masih pada awal Oktober 1996, ketika itu kelompok
gabungan pemberontak anti-Mobutu dan tentara nasional Rwanda kembali melakukan
serangan ke wilayah Zaire Timur melalui Burundi, dan hanya dalam waktu yang

sangat singkat, kota-kota penting di kawasan Zaire Timur seperti Uvira&Bukavu

'8 ibid.
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berhasil mereka kuasai. Pasukan gabungan tersebut kemudian melaju lebih jauh dan
menyerang kota penting lainnya, seperti Goma, dari arah Selatan dan Timur
sekaligus."’

Pasukan nasional Zaire yang ditempatkan di kawasan tersebut dipaksa mundur
oleh pasukan anti Mobutu pada awal November. Pemerintah Zaire lantas
merespondnya dengan mengirim kembali pasukan yang lebih kuat dengan dilengkapi
senjata berat ke wilayah Zaire Timur, namun keberadaan mereka disana temyata
hanyalah memperburuk kea&aan, hal ini dikarenakan para tentara tersebut tidak bisa
membedakan mana penduduk lokal dan mana anggota pemberontak. Sehingga
mereka kerap melakukan pendobrakan paksa dan perampasan di rumah-rumah
penduduk setempat.

Melihat kondisi Zaire Timur yang semakin memburuk dan bisa mengancam
nyawa pengungsi-pengungsi Hutu disana, PBB kemudian menyusun sebuah rencana
untuk segera mengirim pasukan multinasionalnya. Mendengar berita tersebut,
pasukan AFDL lantas melakukan serangan kilat ke kompleks pengungsi Hutu di
Kimbumba dengan tujuan mengarahkan para pengungsi untuk kembali ke Rwanda
tanpa melukai mereka dan mencegah campur tangan asing. Pasukan nasional Zaire
dan milisi Hutu yang menjaga komplek pengungsian tersebut berusaha melawan
sekuat tenaga, namun mereka gagal mencegah para pengungsi melarikan diri kearah

Rwanda dan sekitarnya. Hilangnya komplek pengungsian tersebut yang dikarenakan

!% Bimbingan Belajar untuk Pembelajar . “Sejarah; Perang dalam Sejarah Negara Kongo" (diakses pada tanggal 3
Oktober 2014), diunduh dari BimBie.com
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pengungsinya pergi melarikan diri pada akhirya menyebabkan PBB mengurungkan

niatnya untuk mengirim pasukan multinasionalnya.

a) Hilangnya Wilayah Zaire Satu Demi Satu
Setelah berhasil mengembalikan para pengungsi Hutu ke wilayah Rwanda,

pasukan anti Mobutu dan pemerintah Rwanda kini memfokuskan diri pada tujuan
utama mereka, yaitu untuk menggulingkan rezim Mobutu. Guna mencapai tujuan
tersebut, mereka menyusun rencana untuk menguasai seluruh wilayah Timur Zaire.
Ada indikasi bahwa secbenarnya rencana menguasai Zaire Timur tersebut berlatar
belakang ckonomi, karena wilayah Timur Zaire memang banyak mengandung
mineral-mineral berharga tinggi seperti; kobalt, emas dan seng.

Dalam perang merebut wilayah Timur Zaire tersebut, negara-negara seperti
Angola, Burundi, dan Uganda mulai melibatkan dirinya. Angola yang memiliki
pemerintahan berhaluan komunis ingin menumbangkan rezim Mobutu yang
menyokong kelompok pemberontak anti komunis di negaranya. Burundi yang
letaknya bersebelahan dengan Rwanda memang memiliki pemerintahan yang
didominasi oleh etnis Tutsi. Sedangkan Uganda melakukan hal tersebut sebagai
semacam bentuk balas budi dimana ketika terjadi perang sipil di Uganda pada decade
1980-an, banyak dari anggota perantauan Tutsi di Uganda yang membantu pasukan
pimpinan Yoweri Museveni untuk menggulingkan rezim berkuasa di Uganda saat itu.
Sebagai konsekuensi nya, Zaire pun kini harus bertempur melawan empat negara

sekaligus; Angola, Burundi, Rwanda, Uganda.
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Kembali ke medan perang. Selama pertempuran di wilayah Zaire Timur,
pasukan Zaire terbukti tidak berkutik karena rendahnya rasa disiplin dan keahlian
mereka dalam berperang. Sebagai contoh, pasukan Zaire begitu mudah kehilangan
persenjataan beratnya sejak awal pertempuran. Mereka juga mudah panik dan sering
kali langsung mundur tanpa perlawanan yang berarti ketika pasukan lawan mendekat.
Namun ketika bergerak mundur, pasukan Zaire juga sering melakukan aksi-aksi
perampasan kepada masyarakat Jokal Zaire di rute yang mereka lewati. Akibatnya
sangatlah jelas, penduduk lokal Zaire semakin kehilangan simpati terhadap tentara
negara mereka sendiri. Sadar bahwa tentara nasionalnya tidak dapat diandalkan,

pemerintah Zaire pun terpaksa memakai milisi Hutu dari Rwanda, milisi anti komunis
Angola, dan tentara-tentara bayaran untuk membantu menahan laju pasukan
gabungan anti Mobutu. Habisnya kesabaran masyarakat lokal terhadap tindakan-
tindakan tentara Zaire akhirnya berbuntut pada pertempuran di kota penting
Kisangani pada bulan Maret 1997. Saat itu penduduk lokal memandu kelompok
pemberontak ke lokasi-lokasi strategis di sekitar kantong pertahanan milik pasukan

Zaire dan milisi Hutu. Pasukan gabungan anti Mobutu tersebut kemudian mengepung
kantong pertahanan tersbut dari tiga arah sekaligus. Hingga akhirnya hanya dalam

waktu dua hari, kota Kisangani pun berhasil dikuasai oleh pasukan anti Mobutu.
b) Menuju Kinshasa

Jatuhnya Kisangani ke tangan pasukan anti Mobutu sekaligus meruntuhkan

reputasi Mobutu karena pertempuran di Kisangani menunjukkan bagaimana opini

26




masyarakat Zaire terhadap rezim Mobutu. Perlahan tetapi pasti, pasukan gabungan
anti Mobutu pun mulai bergerak kearah ibukota Zaire, Kinshasa, dan berhasil

merebut kota-kota di rute yang mereka lewati. Namun, pergerakan pasukan gabungan

‘anti mobutu tersebut sebenamya sempat tertahan ketika mereka mendapatkan

perlawanan sengit dari pasukan gabungan nasional Zaire dan milisi anti komunis
Angola di kota Kengen yang hanya berjarak 120mil dari Kinshasa. Selama perang ini,

pasukan anti Mobutu sempat dipaksa mundur kembali ke Zaire Timur sebelum

~ akhirnya berhasil memukul balik pasukan pro Mobutu. Korban jiawa yang timbul

akibat pertempuran di Kengen tersebut mencapai 300 orang lebih dan menjadikan
pertempuran terssebut sebagai salah satu peristiwa pertempuran paling berdarah
selama perang Kongo pertama.

Pasukan anti Mobutu yang pada akhimya tiba di tepi Kinshasa, sempat
melakukan pembicaraan damai guna mencegah konflik kembali meletus. Namun
pembicaraan damai tersebut gagal setelah perwakilan yang dikirim oleh kelompok
anti Mobutu ditembak oleh seorang pendukung Mobutu, Pasukan anti Mobutu
akhirnya membanjiri kota Kinshasa, namun tidak timbul pertumpahan darah karena
pasukan Zaire sudah di instruksikan sebelumnya untuk bekerjasama dengan pasukan
anti Mobutu bila situasi sudah tidak mendukung. Perang Kongo pertama pun secara
resmi berakhir pada bulan Mei 1997 dengan kemenangan pasukan anti Mobutu.
Mobutu sendiri berhasil melarikan diri tepat sebelum pasukan gabungan yang

menentangnya menduduki kota Kinshasa. Mobutu tidak pernah kembali lagi ke Zaire,
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hingga akhimya meninggal pada tanggal 7 September 1997 di kota Rabat, Maroko.
Akhir perang Kongo pertama ini juga ditandai dengan terpilihnya Laurent-Desire
Kabila menjadi presiden dan diubahnya nama Zaire menjadi “Republik Demokratik
Kongo”.

2) Periode Damai Sementara (1997-1998)

Tidak lama setelah tumbangnya rezim Mobutu, Laurent-Desire Kabila yang
merupakan pemimpin kelompok AFDL (kelompok pemberontak utama yang
menggulingkan rezim Mobutu) diangka£ naik menjadi presiden Zaire. Berbagai
perubahan pun ia lakukan, salah satunya ialah dengan mengganti nama Zaire menjadi
Republik Demokratik Kongo. Di lain pihak, Rwanda dan Uganda yang membantu
pasukan AFDL menumbangkan rezim Mobutu masih terus tetap menempatkan
pasukannya di wilayah Republik Demokratik Kongo.

Seiring berjalannya waktu, relasi antara Kabila dengan Rwanda dan Uganda
mulai meregang setelah Kabila melihat bahwa Rwanda dan Uganda mengeksploitasi
mineral yang ada di wilayah Timur Republik Demokratik Kongo untuk kepentingan
mereka sendiri. Dari kubu Republik Demokratik Kongo sendiri rakyat memang sudah
melihat bahwa Kabila tidak lebih sebagai boneka asing karena ia menjadi pemimpin
berkat bantuan negara-negara asing dalam menumbangkan rezim Mobutu. Jenuh
dengan penilaian tersebut, Kabila pun melakukan sejumlah langkah berani seperti:
mengganti sejumlah staff kepercayaannya yang berasal dari Rwanda dengan staff dari

etnis Kongo dan memerintahkan staff-staff dari Rwanda tersebut untuk kembali ke

28



j negara asal mereka.

Langkah yang dilakukan oleh Kabila juga tidak sampai disitu, ia kemudian
' memerintahkan para pasukan Rwanda dan Uganda untuk segera angkat kaki dari
negaranya. Perintah Kabila tersebut mengejutkan Rwanda dan Uganda yang melihat
Kabila mulai berani bersebrangan dengan mereka. Maka, tidak lama kemudian pihak
Rwanda dan Uganda pun mulai berusaha merongrong rezim Kabila dengan cara
mengompori etnis Banyamulenge-etnis di Republik Demokratik Kongo Timur yang
memangl. memiliki kedekatan dengan etnis Tutsi, untuk melakukan pemberontakan.
Kebetulan etnis Banyamulenge sejak lama memang memiliki hubungan yang kurang
baik dengan pemerintah pusat Republik Demokratik Kongo beserta etnis-etnis lain di

Republik Demokratik Kongo Timur,

3) Perang Kongo II (1998-2003)
a) Timbulnya Pemberontakan

Pada tanggal 2 Agustus 1998, komunitas Banyamulenge akhirnya membentuk
kelompok pemberontak anti-Kabila, yang bernama Rassemblement Congolais pour la
Democratie (RCD; Perkumpulan untuk Demokrasi Kongo) dan memulai
pemberontakan di kota Goma, Republik Demokratik Kongo Timur. Dalam aksi
pemberontakan terscbut, pemerintah Rwanda dan Uganda juga melibatkan diri
dengan mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan RCD. Pasukan gabungan
baru anti-Kabila tersebut, kemudian dalam waktu yang terhitung sangat singkat

berhasil kembali merebut kota-kota penting di Republik Demokratik Kongo Timur
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seperti Bukavu&Uvira.

Kabila yang terkejut dengan munculnya aksi pemberontakan tersebut, lalu
mengambil langkah dengan membentuk kelompok milisi baru yang bernama Mai-
Mai dan meminta bantuan milisi-milisi etnis Hutu yang masih bermukim di Republik
Demokratik Kongo untuk membantunya. Lebih lanjut, melalui stasiun radio di Bunia,
Republik Demokratik Kongo Timur, Kabila meminta penduduk setempat
mempersenjatai diri mereka dengan semua benda tajam yang mereka miliki untuk
membunuh etnis Tutsi Rwanda. Paul Kagame selaku pemimpin Rwanda lantas
merespondnya dengan menyatakan terhadap masyarakatnya bahwa Kabila berencana
melakukan genosida terhadap etnis Tutsi dan menambahkan bahwa wilayah Timur
Republik Demokratik Kongo secara historis sebenarnya merupakan bagian dari
wilayah Rwanda.

Alur perang yang terjadi pun kembali meniru alur perang Kongo pertama.
Dimana pasukan gabungan anti-Kabila bergerak perlahan tetapi pasti ke arah
Kinshasa, sementara pasukan nasional Republik Demokratik Kongo terus berusaha
menghentikan pergerakan mereka dengan susah payah. Perbedaanya, jika di perang
Kongo pertama masyarakat lokal membantu pasukan anti pemerintah, kali ini di
perang Kongo kedua, masyarakat lokal justru bahu membahu untuic menahan laju

pasukan anti-Kabila, Dalam periode yang kurang lebih bersamaan, Uganda juga

 membentuk kelompok milisi baru bernama Mouvement pouer la Liberation Du

- Congo (MRC; Gerakan Pembebasan Kongo).

20




b) Dimulainya “Perang Dunia” Versi Afrika

Situasi konflik yang semakin runyam membuat Kabila akhimya pergi keluar
Republik Demokratik Kongo guna meminta bantuan kepada negara-negara asing.
Usahanya tersebut akhirnya membuahkan hasil dimana empat negara Afrika setuju
untuk mengirimkan pasukan bantuan ke Republik Demokratik Kongo. Negara tersbut
diantaranya Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe. Selain ke empat negara tersebut,
Libya juga membantu menyediakan pesawat untuk mengangkut pasukan dari negara
Afrika lain ke Republik Demokratik Kongo. Sudan juga menyatakan dukungan nya
kepada Republik Demokratik Kongo, namun dukungan yang mereka berikan berupa
bantuan kepada kelompok milisi anti pemerintah di Uganda. Diluar Afrika, negara-
negara seperti Amerika Serikat dan Jepang juga memberikan dukungan kepada Kabila
untuk mempertahankan pemerintahannya, namun enggan mengirimkan bantuan
pasukan kesana.

Datangnya pasukan multinasional Afrika ke Republik Demokratik Kongo pun
memulai babak baru dimulainya “perang dunia versi Afrika”. Pasukan gabungan
Republik Demokratik Kongo, Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe bertempur
melawan pasukan gabungan Rwanda, Uganda, dan Burundi. Alur perang pun mulai
berubah dimana pasukan anti Kabila yang semula bisa bergerak perlahan tapi pasti ke
arah Kinshasa dipaksa untuk mundur kembali ke wilayah Timur Republik
Demokratik Kongo. Meskipun berhasil mencegah pasukan anti Kabila meguasai

Kinshasa, pasukan gabungan pro Kabila sendiri gagal mengenyahkan pasukan anti
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Kabila yang menguasai wilayah Timur Republik Demokratik Kongo.

Masuknya negara-negara Afrika lain ke medan perang Republik Demokratik

+ Kongo ini juga erat kaitannya dengan kepentingan masing-masing negara di Republik
" Demokratik Kongo. Namibia dan Zimbabwe memiliki motivasi yang kurang lebih
j serupa, yaitu untuk mengamankan lahan kaya mineral dan logam mulia di wilayah

'lRepublik Demokratik Kongo. Sedangkan Chad menerjunkan pasukannya atas

"fekanan Perancis yang merupakan mantan penjajah Chad, karena Republik
i)emokraﬁk Kongo adalah salah satu negara berbahasal.Perancis terbesar di dunia,
I{amun Chad juga menjadi negara pertama yang mundur dari medan perang karena
:.. si-aksi kejahatan kemanusiaan dan perampasan yang dilakukan oleh tentaranya
ehingga memicu kecaman internasional.

Angola sendiri sejak perang Kongo pertama memiliki kepentingan untuk
P;'.musnahkan milisi anti pemerintah yaitu UNITA, yang sejak permulaan perang
st fl Angola memakai wilayah Republik Demokratik Kongo sebagai markasnya. Saat

Mobutu masih menjadi pemimpin Republik Demokratik Kongo/Zaire, Mobutu

me

|

seb ga1 markas karena Mobutu tidak menyukai rezim komunis yang berkuasa di

ang sengaja memberi ijin bagi UNITA untuk memakai wilayah negaranya

Angola. Pasca tumbangnya rezim Mobutu, Angola tidak yakin dengan kapasitas
I,

pemérintah baru Republik Demokratik Kongo untuk menghentikan aktivitas UNITA

sehingga Angola kembali mengirim pasukan ke Republik Demokratik Kongo untuk

membantu pemerintah setempat. Selama perang Kongo kedua, pasukan Angola yang
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memiliki pengalaman tempur puluhan tahun sebagai akibat dari perang sipil di
negaranya terbukti menjadi pasukan sekutu Republik Demokratik Kongo yang paling

tangguh dan paling dominan dalam menentukan alur perperangan.

¢) Buntunya Alur Perperangan

Di medan perang sendiri, situasi perang yang menemui jalan buntu akhirnya
membuat pihak-pihak yang terlibat dalam perang sepakat untuk berunding bersama.
Melalui perundingan yang diadakan di Lusaka, Zambia pada bulan Juni 1999, ke
enam negara yang terlibat dalam konflik (Republik Demokratik Kongo, Angola,
Namibia, Zimbabwe, Rwanda, dan Uganda) sepakat untuk mengakhiri konflik
bersenjata yang selama ini terjadi. Kendati demikian, perang dalam skala kecil masih
terus terjadi antara milisi pro Kabila melawan milisi anti Kabila, dimana masing-
masing milisi didukung oleh negara-negara yang terlibat dalam perang. Disisi lain,
Kabila juga terus di kritik oleh dunia internasional karena tindakannya dalam
membatasi penerjunan pasukan PBB dan menghambat proses pembicaraan untuk
membentuk pemerintahan transisi di Republik Demokratik Kongo.

Hingga kemudian pada Agustus 1999, konflik kembali terjadi di Kisangani
antara pasukan Rwanda dengan pasukan Uganda yang selama ini bersekutu. Konflik
tersebut dilatar belakangi oleh perebutan wilayah kaya mineral dan logam mulia di
wilayah Timur Republik Demokratik Kongo. Konflik antar keduanya berakhir setelah
keduanya sepakat untuk berdamai melalui perundingan yang di fasilitasi oleh PBB

dan keduanya pun menarik mundur pasukannya dari Kisangani pada pertengahan
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tahun 2000. Meskipun pada akhimya berdamai, konflik yang muncul antara keduanya
menandakan adanya keretakan di tubuh koalisi anti Kabila sehingga mereka tidak
punya cukup kekuatan lagi untuk memenangkan pertempuran melawan pasukan pro
Kabila,

Secara umum, konflik yang terjadi sepanjang perang Kongo kedua jarang
berupa pertempuran-pertempuran besar dan lebih didominasi pada pertempuran-
pertempuran gerilya, karena masing-masing negara tidak mau mengorbankan personil
maupun alutsista berharganya untuk gugur di Republik Demokratik Kongo. Sebagai
gantinya, mereka menyokong kelompok-kelompok milisi untuk bertempur melawan
kelompok milisi yang disokong lawan. Pasukan militer dari masing-masing negara
sendiri lebih banyak ditempatkan secara pasif di titik-titik penting seperti kota besar,
bandara, atau area pertambangan. Hal itulah yang kemungkinan besar menjadi
penyebab mengapa tidak ada perubahan-perubahan penting di medan perang.

Perang Kongo kedua juga menjadi arena bagi aksi-aksi kejahatan
kemanusiaan terhadap etnis lokal Pygmi. Penyebab kenapa etnis tersebut menjadi
fokus perhatian selama perang berlangsung ialah karena para pasukan dari kedua
belah pihak percaya bahwa daging etnis Pygmi bisa memberikan kekuatan magis.
Sehingga mereka sering melakukan penyerangan secara sengaja ke pemukiman
mereka, melakukan pelecehan seksual terhadap wanitanya, dan kemudian memakan
dagingnya. Meskipun kedua belah pihak diketahui sama-sama melakukan kegiatan

mengerikan tersebut, namun mayoritasnya dinilai tetap dilakukan oleh pasukan anti
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Kabila di wilayah Timur Republik Demokratik Kongo.

d) Terbunuhnya Kabila dan Perkembangan Rundingan Damai
Pada tanggal 16 Januari 2001, terjadi peristiwa penembakan terhadap Kabila

yang akhirnya merenggut nyawa nya setelah ia sempat dirawat selama dua hari.
Berbagai dugaan dan tuduhan lalu muncul kepermukaan mengenai siapa yang
mendalangi pembunuhan Kabila tersebut. Posisi lowong Laurent-Desire Kabila
kemudian digantikan oleh putranya, Joseph Kabila. Berbeda dengan ayahnya, Joseph
Kabila cenderung lebih lunak dan kooperatif dalam menghadapi konflik, sehingga
perundingan-perundingan yang selama ini menemui jalan buntu pun mulai
menemukan titik terang.

Di tahun 2002, kondisi kubuh anti Kabila semakin terus melemah setelah
sejumlah besar tentara Rwanda melalukan desersi atau membelot ke kubuh pro
Kabila. Milisi-milisi dari etnis Banyamulenge yang selama ini menjadi milisi anti
Kabila yang paling dominan juga mulai menghentikan aktivitas perangnya karena
lelah akan konflik yang tidak jelas kapan akan berakhirnya. Dilain pihak, kondisi
Republik Demokratik Kongo dibawah pemerintahan Joseph Kabila juga semakin
mantap menyusul keberhasilannya menstabilkan kondisi wilayah Republik
Demokratik Kongo Barat dan keberadaan pasukan perdamaian internasional disana
sejak tahun 2001.

Setelah melalui perundingan damai yang alot dan panjang, Joseph Kabila

akhirnya setuju untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok pemberontak dalam
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pemerintahan (Power-shared government) pada akhir tahun 2002 melalui apa yang
dikenal dengan Persetujuan Pretoria (Pretoria Accord). Hasil dari perundingan itu
kemudian baru benar-benar dilaplikasikan pada bulan Juni 2003, melalui
pembentukan pemerintah transisi Republik Demokratik Kongo dimana pemerintahan
tersebut bertanggung jawab atas segala urusan nasional Republik Demokratik Kongo
hingga diadakan pemilu untuk mendapatkan pemimpin baru Republik Demokratik
Kongo. Pembentukan pemerintahan transisi tersebut lalu diikuti dengan penarikan
_mundur semua pasukan negara-negara Afrika yang terlibat perang, ke;uali Rwanda.
Sejak itu, bisa dikatakan perang Kongo kedua secara resmi sudzllh berakhir.

Pasca resmi berakhirnya perang Kongo kedua, pemilu untuk menentukan
pemimpin baru Republik Demokratik Kongo secara demokratis pun akhirnya
dilaksanakan pada bulan Juni 2006, dimana Joseph Kabila keluar sebagai pemenang.
Namun kerusuhan kembali timbul tak lama kemudian setelah munculnya isu bahwa
Joseph Kabila melakukan kecurangan. Pemilu ulang pun kembali dilaksanakan pada
bulan Oktober 2006, dimana kali ini Joseph Kabila kembali keluar sebagai pemenang
dan bahkan dengan perolehan suara yang justru lebih besar.?’ Kendati hasil pemilu
tersebut masih menuai rasa tidak puas dari pihak oposisi, Joseph Kabila pada
akhirnya tetap resmi diangkat sebagai presiden Republik Demokratik Kongo,
terhitung sejak akhir tahun 2006. Diangkatnya Joseph Kabila sebagai presiden

Republik Demokratik Kongo ini pun mengakhiri aktivitas pemerintahan transisi yang

20 orum Palitisi. “Pemilu Republik Demokratik Kongo”, (diakses pada tanggal 3 Cktober 2014),
diunduh dari http://www.forum-politisi.org
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terbentuk sejak tahun 2003,

4) Pemberontakan “Gerakan M23”

| Meskipun perang Kongo kedua telah resmi berakhir sejak tahun 2003, namun
lil hingga saat ini, konflik di Republik Demokratik Kongo belum benar-benar usai.
"u,lMasih rapuhnya pemerintahan baru Republik Demokratik Kongo, ketergantungan
l'rlnercka terhadap keberadaan pasukan asing, disfungsi sosial yang mengerikan, dan
éingkat kemiskinan yang tinggi, menjadi penyebab utama mengapa konflik internal di
ngara tersebut masih terus terjadi hingga saat ini.

| Contoh konflik utama yang masih terjadi di Republik Demokratik Kongo

"llgga saat ini ialah konflik di wilayah Republik Demokratik Kongo Timur,

ususnya di provinsi North Kivu, yang merupakan konflik dari adanya

p :bcrontakm “Gerakan M23”. Kelompok “Gerakan M23” berdiri pada tanggal 4
Al 1 2012, dibentuk dengan tujuan untuk desersi terhadap pemerintah, karena
qdntah Joseph Kabila dinilai telah melanggar perjanjian damai yang ada.

;'-. Pemberontakan ini sendiri telah berhasil menguasai ibu kota North Kivu yaitu
kot éoma. Pemberontak “Gerakan M23” ini juga tidak hanya menyerang pasukan
angkz‘xtan bersenjata Republik Demokratik Kongo (FADRC), tetapi juga menyerang
pasuk; penjaga perdamaian dan keamanan PBB yang tergabung dalam sebuéh misi
MONUSCO (Mission de I’Organisation des Nation Unies pour la Stabilisation en
Republique DR.Congo). Munculnya pemberontakan ini, telah menarik kembali

dunia internasional, karena meskipun angkatan bersenjata Republik
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Demokratik Kongo sudah melakukan tindakan penumpasan dengan resistensi yang
sangat kuat, namun kelompok pemberontakan ini masih terus berkembang dengan
melakukan koalisi pada kelompok bersenjata lainnya di daerah tersebut.

Pemberontakan M23 sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pemberontakan-
pemberontakan yang pemah terjadi di Republik Demokratik Kongo sebelumnya.
Karena pada dasarnya, pemberontakan M23 ini merupakan lanjutan dan bagian dari
pemberontakan terdahulu. Hal tersebut bisa dilihat dari para elit dan tokoh-tokoh
yzﬁ"lg ada dibalik gerakan pemberontakan tersebut, mereka sebagian besar berasal dari
etnis Tutsi. Mirip dengan kelompok-kelompok pemberontak terdahulunya, yaitu
CNDP (National Congress for the Defense of the People) dan RCD (Rally for
Congolese Democracy).!

Sehingga pada akhimya konflik ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik
etnis yang terjadi antar etnis Hutu dan Tutsi. Pemberontakan M23 ini juga ditenggarai
mendapat dukungan logistik dan persenjataan dari milisi-milisi militer negara
tetangga Republik Demokratik Kongo, yang sebelumnya juga terlibat dalam perang
Kongo pertama dan kedua, yaitu Republik Rwanda. Pendapat ini juga diperkuat
dengan adanya temuan dari investigasi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK)
PBB. Akibat adanya dukungan dari Rwanda tersebut, kekuatan militer yang dimiliki
oleh anggota gerakan pemberontakan M23 pun meningkat dan menyebabkan

kesulitan besar bagi pasukan angkatan bersenjata Republik Demokratik Kongo

*! streans Jason, 2012. From CNDP to M23 The Evolusion of an Armed Movement in Eastern Congo. Nairobi; Rift
Valley Institute. Hal: 52.
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(FADRC) dan pasukan penjaga perdamaian dan keamanan multinasional PBB dalam
meredam aksi pemberontakan tersebut.

Lebih dari setahun M23 melakukan pemberontakan, tidak ada solusi konkrit
untuk mengehentikan konflik yang berintikan sebuah masalah yang melibatkan
Rwanda, elit lokal, dan peméﬁntahau Republik Demokratik Kongo di Kinshasha.
Meskipun pada bulan September 2012, pemerintah Kinshasha memulai kebijakan
untuk melakukan kontak dialog dengan Gerakan M23. Namun, Komandan tentara
Republik Demokratik Kongo tetap terus-menerus melakukan operasi militer,
meskipun operasi militer ini selalu gagal. Hingga akhirmnya Organisasi donor
Internasional pun kini enggan untuk menambahkan komitmen dan biaya perdamaian
di Republik Demokratik Kongo dan sampai saat ini konflik ini pun masih terus

berlanjut.”

C. MUNCULNYA KASUS-KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH
KONFLIK REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
1) Definisi Kekerasan Sesksual

Kekerasan seksual dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990) dapat
diartikan sebagai suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena
hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara laki-
laki dan perempuan.®® Sedangkan menurut Mboeik dan Stanko kekerasan seksual

didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki

22 g

Ibid. Hal: 53.
% 5ri Endah Kinasih, Hasil Penelitian Akhir: “Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual”.
{diakses pada tangga! 09 Oktober 2014), diunduh dari journal.unair.ac.id
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kemudian ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh
perempuan sebab ia merasa terhina. Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh
Sanistuti, bahwa kekerasan seksual baginya merupakan semua tindakan seksual atau
kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi non-fisik (kata-kata,
bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh,
meraba atau bahkan mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya
terhadap perempuan atau kelompoknya.?*

Dalam kasus kekerasan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi: 1. Suatt;
perbuatan yang berhubungan dengan seksual, 2. Pada umumnya pelakunya laki-laki
dan korabnnya perempuan, 3. Wujud perbuatan berupa fisik atau non-fisik dan 4.
Tidak ada kesukarelaan. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa

unsur utama yang membedakan kekerasan seksual atau bukan adalah dari tindakan

“suka sama suka”.*

2) Kekerasan Seksual di Wilayah Konflik

Kasus kekerasan seksual dalam sebuah wilayah konflik utamanya konflik
bersenjata, bukanlah merupakan isu yang baru. Kasus-kasus ini telah terjadi sejak
pertama kali perang antar manusia berlangsung. Kekerasan scksual terhadap
perempuan memang kerap kali digunakan sebagai taktik atau senjata dalam perang.

Pemerkosaan sendiri merupakan bagian dari kekerasan seksual terhadap perempuan

2

Ibid.
2 Wignjosoebroto dalam Hasil Penelitian Akhir, Sri Endah Kinasih: “Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap
Pelecehan Seksual”. {diakses pada tanggal 09 Oktober 2014), diunduh darl journal.unair.ac.id
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atau yang lebih dikenal dengan (Sexual Violence Against Women), namun kekerasan
seksual terhadap perempuan mencakup lebih luas tidak hanya berkaitan dengan
pemerkosaan. Konflik bersenjata dan kekerasan seksual memang memiliki
keterkaitan yang erat. Dimana perempuan seringkali menjadi korban dalam jumlah
besar. Konflik bersenjata kerap kali memberikan efek yang buruk bagi warga sipil,
terutama perempuan. Meskipun pada dasarnya baik perempuan maupun laki-laki
memiliki potensi yang sama menjadi korban, namun mereka mengalami dalam
bentuk yang berbeda. Laki-laki umumnya dipéksa untuk pergi berperang dan
terbunuh di dalam aksi senjata, sementara perempuan mengalami kekerasan seksual,

yang dapat berbentuk pemerkosaan, perbudakan scksual ataupun kawin paksa.?®

3) Kasus-kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Konflik Republik Demokratik
Kongo
Dalam artikel “Report of the Mapping Exercise documenting the most serious

violations of human rights and international humanitarian law committed within the
territory of the Democratic Republic of the Congo” (2010) dinyatakan bahwa masalah
besar dan utama yang menghantui masyarakat Republik Demokratik Kongo akibat
adanya rentetan konflik yang terjadi, ialah maraknya aksi kekerasan seksual terhadap
perempuan.?’ Aksi kekerasan seksual tersebut biasanya dapat berbentuk pemerkosaan,

pelecehan seksual ataupun perbudakan seks secara paksa yang tidak hanya dilakukan

*® Fitriani. Introduction dalam “Women War Peace”: Sebuah Tinjauan Terhadap Fenomena Pemerkosaan
perempuan di Wilayah Konflik. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006}, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2014),
diunduh dari http.//www.unifern.org/filesconfirmed/149/212 introduction.pdf

% Yeni Kusuma, Hasil Penelitian Akhir: “Peran UNICEF Terhadap Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap
Perempuan dalom Konflik di Republik Demokratik Kongo (2004-2008)". (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009),
Hal: 6.
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melalui vagina tetapi juga melalui anus ataupun secara oral dan dengan menggunakan
berbagai alat seperti kayu yang dibakar, pisau ataupun benda-benda berbahaya
lainnya. Sedangkan pelaku aksi keji tersebut banyak didapati merupakan pasukan
pemerintah atau aktor non-negara, oleh polisi yang seharusnya bertanggung jawab
untuk melindungi mercka, oleh penjaga perbatasan, oleh politisi .setempat, dan
terkadang oleh anggota keluarga sendiri yang kerap membuat korban berada di bawah
ancaman mati. Dalam beberapa kasus, perempuan dan anak-anak bahkan dipaksa
untuk “mcnikah;’; dimana seorang tentara yang akan memperlakukan mereka sebagai
“istr1” akan memaksa untuk pergi bersamanya dari satu tempat ke tempat lainnya atau
“memberikan” perempuan tersebut ke tentara lainnya dimana mereka, para
perempuan tersebut, akan diperkosa atau diperlakukan semena-mena.?® Perkawinan
secara paksa semacam itu sama halnya dengan perbudakan dan bisa juga dianggap
penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat serta
martabat kemanusiaan.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo memang
telah menyebabkan krisis kemanusiaan dimana lebih dari 200.000 perempuan
mengalami kasus kekerasan seksual selama 14 tahun terakhir, lebih dari sepertiga
kasus yang tercatat, terjadi di provinsi North Kivu dan South Kivu Republik
Demokratik Kongo. Analisis yang dipublikasikan oleh Jurnal Kesehatan Masyarakat
Amerika juga menunjukkan bahwa lebih dari 400.000 perempuan telah diperkosa

selama periode 12 bulan antara tahun 2006 dan 2007. Pada tahun 2008 tercatat 4.066

% |bid.
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kasus kckerasan seksual antara bulan Januari hingga Maret telah terjadi di South
Kivu, Republik Demokratik Kongo, dengan ekuivalen 45 pemerkosan terjadi setiap
harinya. Sedangkan laporan Oxfam Internasional (2010) menyatakan bahwa sejak
tahun 2004 sampai 2008 kasus pemerkosaan di Republik Demokratik Kongo telah
mengalami peningkatan sebanyak 17 kali lipat, hingga tercatat lebih dari 8.000
perempuan telah mengalami pemerkosaan sepanjang tahun 2009. Di tahun 2012,
khusus di daerah North Kivu saja, UNHCR juga telah mencatat adanya pelonjakkan
kasus kekerasan seksual, dari 4.689 kasus di tahun 2011, menjadi 7.075 kasus di

tahun 2012. Terakhir dinyatakan bahwa di awal tahun 2013 tercatat 3.500 perempuan

telah diperkosa. 350 kasus pemerkosaan dilaporkan setiap minggunya dan rata-rata

terjadi hampir 14 serangan setiap harinya. Jumlah tersebut bahkan masih dianggap
lebih kecil dari jumlah yang sebenamya.

PBB bersama dengan Panzi Hospital juga memberikan laporannya, bahwa
korban dari kekerasan seksual di Republik Demokratik Kongo biasanya berusia
sekitar 2-80 tahun, dengan presentase 75 persen diantaranya perempuan dewasa dan
25 persen lainnya anak-anak. Korban yang telah diidentifikasi seringkali didapati
mengalami kekerasan seksual dengan benda yang dimasukkan di dalam alat vital
mereka, seperti botol pecah atau bayonet. Tindakan-tindakan kekerasan seksual ini
kerap kali dilakukan oleh milisi-milisi di Republik Demokratik Kongo yang masih
aktif hingga sampai saat ini, dengan memanfaatkan senjata yang dimiliki, perempuan

di Republik Demokratik Kongo mereka tembak kakinya, sebelum melakukan tindak
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pemerkosaan atau aksi kekerasan seksual lainnya. Sehingga tidak ada perlawanan
berarti yang dapat dilakukan oleh para perempuan atan korban.

Kekerasan seksual di wilayah konflik bersenjata Republik Demokratik Kongo,
yang kerap dilakukan oleh milisi-milisi di negara tersebut, biasanya memiliki
berbagai motif dan alasan. Pertama, kekerasan seksual sering dilakukan atas dasar
etnisitas dimana perempuan sering ditargetkan secara berturut-turut oleh kelompok
bersenjata lain karena latar belakang etnis mereka, salah satunya yang paling sering
menjadi target utama dari aksi kekerasan seksual ialah etnis Pygmi, kelompok milisi
Mai-Mai dikenal atas praktek ritualnya yang bertujuan untuk memberikan mereka
kekuatan magis dan melindungi mereka dari kesialan dengan memperkosa beberapa
perempuan yang berasal dari etnis Pygmi, kemudian membunuh dan memakan
dagingnya. Alasan kedua, kekerasan seksual sering dianggap sebagai instrumen atas
teror, kekerasan seksual terhadap perempuan sering digunakan sebagai alat untuk
meneror penduduk sipil serta melemahkan pihak musuh. Ketiga adalah karena
mengakamya stigma dan budaya diam yang sangat mendalam pada masyarakat
Republik Demokratik Kongo. Korban sering dipaksa diam dengan alasan guna
melindungi dirinya dan keselamatan masa depannya agar tidak diacuhkan di
masyarakat dari stigma sosial. Alasan lain dari maraknya kasus kekerasan seksual
yang terjadi pada penduduk sipil dalam masyarakat Republik Demokratik Kongo juga
ialah karena hal tersebut digambarkan sebagai sebuah hal yang biasa atau kuatnya

budaya impunitas (kekebalan). Sehingga dalam beberapa kasus didapati sistem




peradilan tidak dapat berjalan dan kebanyakan pelaku kejahatan kekerasan seksual
dapat lolos begitu saja dari hukuman.”

Cynthia Enloe berpendapat bahwa apapun alasannya, kekerasan seksual tidak
seharusnya dimasukkan ke dalam bagian dari tindakan penekanan di wilayah konflik,
kepada siapapun karena dampaknya yang sangat menyedihkan. Pemerkosaan di
waktu perang yang banyak dilakukan oleh tentara dianggapnya sebagai sebuah hasil
dari sistem patriarki yang ditanamkan melalui militerisasi.®® Lebih lanjut ia juga
menambahkan bahwa penggunaan perempuan sebagai senjate; Ipcrang merupakan
pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum hak asasi manusia dan hukum
kemanusiaan.*! Deklarasi Wina tahun 1993 memaparkan bahwa hak asasi perempuan
adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak
dapat dipisahkan. Sehingga kemudian pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi
konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak asasi

manusia internasional dan hukum kemanusiaan.”

# HRW, 2002 dalam Hasil Penelitian Akhir, Yeni Kusuma: “Peran UNICEF Terhadop Periindungan Kekerasan
Seksual Terhadap Perempuan dalam Konflik di Republik Demokratik Kongo {2004-2008)". (Surabaya: Universitas
Airlangga, 2009), Hal: 6.

3% Enloe, Chyntia. 1993. The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War. Berkeley: University of
Californian Press. Hal: 120.

*! |bid.

1| uhulima, Achie Sudiarti. 2007. Bahan ajar tentang hak perempuan: UU no 7 tahun 1984 tentang pengesahan
konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Yayasan Obar Indonesia. Jakarta.
Hal: 157-158
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4) Dampak Kasus-kasus Kekerasan Seksual di Wilayalh Konflik Republik

Demokratik Kongo
Maraknya aksi pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dalam bentuk

kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, seperti yang telah
dijelaskan pada uraian sub bab sebelumnya, pada akhimya telah berhasil membuat
keadaan perempuan di negara tersebut semakin memburuk, menimbulkan rasa takut
serta trauma yang sangat mendalam, karena penghinaan, penyiksaan, pelecehan
seksual, pemerkosaan serta pembunuhan.terhadap perempuan dan anak-anak telah
menjadi hal yang umum dan wajar yang terjadi setiap harinya di wilayah konflik
negara tersebut.

Dampak lain dari maraknya aksi pelanggaran terhadap hak asasi perempuan
ini juga terlihat pada kenyataan bahwa banyak perempuan yang berada di wilayah-
wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, memilih untuk meninggalkan rumah
mereka dan menjadi pengungsi di beberapa lokasi umum seperti gereja ataupun
sekolah-sekolah, yang terletak sekitar 10 kilometer dari garis depan konflik. Hingga
total lebih dari 2,6 juta orang diperkirakan telah menjadi pengungsi internal (IDP)
pada pertengahan 2013. Istilah IDP atau Internally Displaced Person sendiri
didefinisikan oleh UNHCR sebagai orang-orang yang karena konflik bersenjata
internal dinegara itu terpaksa meninggalkan rumah atau kampung halamannya guna

pergi ketempat-tempat lain yang dirasa lebih aman.*?

% Fita Erdina, Hasil Penelitian Akhir: “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Repubiik
Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional”. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta,

2009), Hal: 38.
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